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Abstract 
 

Debt and receivable agreements can be entered into by individuals or legal entities. Debt and 

receivable agreements are often made by the parties with a private agreement, this private 

agreement is easier and does not require any costs to make. Debt and receivable agreements are 

considered valid and valid as law for the parties who make them if they fulfill the conditions for the 

validity of the agreement as intended in article 1320 of the Criminal Code. This research answers 

the problem of the legal conditions for a debt and receivables agreement and the legal 

consequences if one of the parties breaks their promise (default) and how to resolve it. The method 

used in this research is normative juridical and this research is descriptive analysis, so that the 

data obtained is analyzed qualitatively using secondary data sources so that it can be justified 

scientifically. The legal basis for this research refers to article 1313 of the Criminal Code and 

article 1320 of the Criminal Code. In this research, the author found that many people make 

agreements under their hands, so that if the debtor defaults, they must be sued before the court so 

that the debtor fulfills his achievements. To avoid a prolonged legal process, the author suggests 

that the debt and receivable agreement be drawn up before a notary. 

 

Keywords: contract law, debts and receivables 

 

Abstrak 

 

Perjanjian utang piutang dapat dilakukan oleh orang perorangan atau badan hukum. Perjanjian 

utang piutang sering dibuat oleh para pihak dengan perjanjian di bawah tangan, perjanjian di bawah 

tangan ini lebih mudah dan tidak memerlukan biaya pembuatannya. Perjanjian utang piutang 

dianggap sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sesuai pasal 

1338 KUHPdt apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 

KUHPdt. Pada penelitian ini menjawab permasalahan tentang bagaimana syarat-syarat sah 

perjanjian utang piutang dan akibat hukum apabila salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi) serta 

cara penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan 

penelitian ini bersifat deskriptif analisis, sehingga data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif 

dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder agar dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. Landasan hukum dalam penelitian ini mengacu kepada pasal 1313 KUHPdt dan pasal 1320 

KUHPdt. Dalam penelitian ini penulis menemukan banyak masyarakat yang membuat perjanjian di 

bawah tangan, sehingga apabila debitur wanprestasi maka harus dituntut dimuka pengadilan agar 

debitur memenuhi prestasinya. Untuk menghindari proses hukum yang berkepanjangan penulis 

menyarankan agar perjanjian utang piutang dibuat dihadapan notaris. 

 

Kata Kunci : hukum perjanjian, utang-piutang 
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A. PENDAHULUAN 

 

Dalam pergaulan sehari-hari manusia 

saling membutuhkan satu dengan yang lain, 

dalam hal memenuhi kebutuhan untuk me-

ngembangkan usaha perlu bantuan dari orang 

lain berupa modal dalam pengembangan 

produk yang akan dijual atau diproduksi. 

Untuk memperoleh modal diperlukan juga 

bantuan dari orang lain. Dalam hal ini, 

kerjasama dengan pihak lain, seperti investor 

atau pemberi pinjaman, dapat menjadi lang-

kah yang diperlukan untuk memastikan 

bahwa usaha tersebut dapat tumbuh dan 

berkembang dengan baik. Dengan demikian, 

ketergantungan manusia pada interaksi sosial 

dan dukungan dari sesama manusia adalah 

bagian integral dari kehidupan mereka, ter-

utama dalam usaha untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan mereka dan mencapai 

tujuan hidup mereka. 1  Transaksi seperti ini 

umumnya memerlukan perjanjian tertulis 

yang mengikat antara pihak yang memberikan 

pinjaman dan pihak yang meminjam, agar hak 

dan kewajiban masing-masing pihak dapat 

diatur dengan jelas. Perjanjian tersebut dapat 

berbentuk akta otentik yang dibuat di hadapan 

seorang notaris, dan dapat juga dibuat dalam 

bentuk perjanjian di bawah tangan. Kegiatan 

peminjaman dan pemberian pinjaman uang 

telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam 

kehidupan masyarakat yang telah mengenal 

uang sebagai sarana transaksi. Praktik ini 

sudah berlangsung sejak zaman dahulu, dan 

hampir seluruh masyarakat menganggapnya 

sebagai elemen penting dalam mendukung 

perkembangan ekonomi serta peningkatan 

kualitas hidup. Semakin lama waktu berjalan, 

praktik ini semakin mendalam dan meluas di 

berbagai aspek kehidupan.2  

 

 

 
1   Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, 

Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, 

hlm.1. 
2   M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit 

Perbankan Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2008, hlm.1. 

 

Landasan teori yang di pergunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Teori Negara Hukum 

Negara Republik Indonesia adalah negara 

hukum (rechstaat), berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini 

tercantum di dalam pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar 1945 yang me-

nyebutkan, bahwa: 

“Negara Indonesia adalah negara hukum 

(rechstaat)”. 

Prinsip negara hukum menuntut antara 

lain adanya jaminan dari negara bahwa 

setiap warga negara sama kedudukannya 

dihadapan hukum (Equality Before The 

Law) dan berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil dan tidak memihak, 

sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 

ayat (1) dan pasal 28 d ayat (1) serta 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang HAM. 

2. Teori Hukum Perjanjian 

Perjanjian dirumuskan dalam pasal 1313 

KUHPdt yang menentukan bahwa:  

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan 

di mana satu orang atau lebih meng-

ikatkan diri terhadap satu orang lain atau 

lebih”.  

Bahwa perjanjian adalah hubungan 

hukum antara dua pihak atau lebih yang 

dimana masing-masing pihak melakukan 

perbuatan hukum yang mengikat satu 

dengan yang lain.3 Perjanjian juga dapat 

diartikan sebagai, suatu hubungan hukum 

mengenai kekayaan harta benda antara 

dua orang, yang memberi hak kepada 

yang satu untuk menuntut barang sesuatu 

dari yang lainnya, sedangkan orang yang 

lainnya ini diwajibkan memenuhi 

 
3   Miru, Ahmadi dan Pati, Sakka. Hukum Perikatan: 

Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.63. 
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tuntunan itu. 4  Dengan demikian per-

janjian dibagi dalam 3 (tiga) macam, 

yakni: 

1) Perjanjian untuk memberikan atau 

menyerahkan suatu barang; 

2) Perjanjian untuk berbuat sesuatu; 

3) Perjanjian untuk tidak berbuat 

sesuatu.’ 

Pada dasarnya seseorang diberikan 

kebebasan untuk melakukan perjanjian 

dengan mengacu pada pasal 1338 

KUHPdt yang dikenal dengan Freedom 

Of Contract.Perjanjian yang sah adalah 

perjanjian yang memenihi syarat yang 

ditentukan oleh undang-undang. Persya-

ratan hukum merupakan hal penting yang 

harus diperhatikan oleh para pihak 

apabila membuat suatu perjanjian. Untuk 

menentukan keabsahan dalam suatu 

perjanjian, beberapa perjanjian harus 

diuji menurut syarat-syaratnya. Dalam 

pasal 1320 KUHPdt menetapkan empat 

syarat agar perjanjian itu dapat dikatakan 

sah, yaitu: 

a) Kesepakatan mereka yang mengikat-

kan dirinya; 

b) Kecakapan untuk membuat suatu 

perjanjian (perikatan); 

c) Suatu pokok persoalan tertentu; 

d) Suatu sebab yang tidak terlarang. 

Syarat kesatu serta kedua disebut klausa 

subjektif karena lebih banyak tentang 

orang. Sedangkan kententuan ketiga dan 

keeempat sifatnya objektif karena me-

nyangkut objek perjanjian. Berdasarkan 

hal diatas, maka setiap perjanjian harus 

memenuhi syarat sahnya perjanjian ter-

sebut. Apabila didalam suatu perjanjian 

tersebut tidak memenuhi syarat-syarat 

perjanjian, maka perjanjian dapat dikata-

kan batal demi hukum. 

Apabila salah satu pihak lalai atau tidak 

memenuhi kewajibannya dalam suatu 

perjanjian yang telah diperjanjikan maka 

disebut wanprestasi, wanprestasi merupa-

kan kelalaian debitur dalam memenuhi 

 
4   Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. 

Intermasa, 2010, hlm. 22. 

perjanjian. Wanprestasi sebagaimana 

diterangkan pasal 1238 KUHPdt adalah 

kondisi di mana debitur dinyatakan lalai 

dengan surat perintah, atau dengan akta 

sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan 

dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan 

ini mengakibatkan debitur harus 

dianggap lalai dengan lewatnya waktu 

yang ditentukan. Akibat perjanjian yang 

telah memenuhi syarat-syarat sahnya 

perjanjian disebutkan dalam pasal 1338 

KUHPdt menyatakan bahwa: 

“Semua persetujuan yang dibuat 

sesuai dengan undang-undang 

berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya”. 

Persetujuan itu tidak dapat ditarik 

kembali selain dengan kesepakatan 

kedua belah pihak, atau karena 

alasan-alasan yang ditentukan oleh 

undang-undang. Persetujuan harus 

dilaksanakan dengan itikad baik. 

Perjanjian pinjam-meminjam atau utang-

piutang yang dilakukan dengan kesepakatan 

antara peminjam atau debitur dan yang 

meminjam atau kreditur yang dituangkan 

dalam bentuk perjanjian. Perjanjian utang-

piutang dikenal juga dengan istilah perjanjian 

pinjam-meminjam uang atau perjanjian 

pinjam pakai habis diatur dalam Buku Ketiga 

mulai pasal 1754 sampai pasal 1773 KUHPdt. 

Pengertian perjanjian utang-piutang 

berdasarkan pasal 1754 KUHPdt menyatakan 

bahwa 

“Suatu perjanjian, yang menentukan 

pihak pertama menyerahkan sejumlah barang 

yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua 

dengan syarat, bahwa pihak kedua itu akan 

mengembalikan barang sejenis kepada pihak 

pertama dalam jumlah dan keadaan yang 

sama.” 

Jika salah satu pihak tidak memenuhi 

prestasi mereka sesuai dengan ketentuan 

perjanjian, dapat dikatakan telah melakukan 

wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang 

yang telah disepakati. Wanprestasi adalah 

suatu kondisi atau kejadian di mana debitur 

gagal memenuhi kewajiban mereka dalam 
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menjalankan prestasi sesuai dengan perjan-

jian. Hal ini dapat mengakibatkan konse-

kuensi hukum tertentu, seperti tuntutan ganti 

rugi atau pemutusan perjanjian, tergantung 

pada ketentuan yang telah diatur dalam 

perjanjian tersebut atau hukum yang berlaku.5 

Dalam hukum perjanjian dikenal Asas Pacta 

Sunt Servanda yang artinya perjanjian yang 

dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya, sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 1388 Ayat (1) KUHPdt 

menyatakan:  

“Bahwa semua perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai Undang-

Undang bagi mereka yang membuatnya”.  

Oleh karena itu para pihak yang membuat 

suatu perjanjian harus patut dan tunduk pada 

isi dan syarat perjanjian tersebut. Kenyata-

annya, di Indonesia, dalam konteks perjanjian 

pinjam-meminjam uang atau perjanjian utang-

piutang, mayoritas perjanjian dibuat secara 

informal dalam bentuk perjanjian di bawah 

tangan, sehingga seringkali menjadi pemicu 

bagi timbulnya perselisihan dan konflik di 

antara para pihak yang terlibat dalam per-

janjian utang-piutang dan untuk menyelesai-

kan permasalah utang-piutang upaya terakhir 

dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan 

Negeri.  

Dalam konteks penelitian ini, peneliti 

berusaha untuk memahami dan menganalisis 

lebih mendalam berbagai permasalahan yang 

berkaitan dengan perjanjian utang-piutang 

yang mungkin terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari. Tujuan adalah untuk memahami 

bagaimana keabsahan perjanjian tersebut 

dapat dipertahankan atau dipertanyakan 

dalam hukum, serta dampak hukum yang 

mungkin timbul akibat pelanggaran kontrak. 

Selain itu, juga akan dieksplorasi berbagai 

alternatif penyelesaian sengketa yang dapat 

digunakan dalam konteks perjanjian utang-

piutang yang tidak terdokumentasikan secara 

formal, seperti akta di bawah tangan. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, 

 
5   J. Satrio, Wanprestasi Menurut KUHPerdata, 

Doktrin, Dan Yurisprudensi, Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti, 2012, hlm. 2. 

maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian secara mendalam dan menuang-

kannya dalam tulisan berjudul : “ANALISIS 

YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN 

SENGKETA UTANG PIUTANG DI 

BAWAH TANGAN (Studi Kasus Putusan 

Perkara Nomor : 1182/Pdt.G/2020/PN. 

Tng)”. 

 

B.  METODE PENELITIAN 

 

Dalam melakukan penelitian, penulis 

menggunakan tipe penelitian yaitu pendekat-

an yuridis normatif, yang didasarkan pada 

analisis bahan hukum utama dengan cara 

menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-

asas hukum serta peraturan perundang-

undangan yang berhubungan pada penelitian 

ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis 

yaitu penelitian yang menggambarkan atau 

mendeskripsikan secara jelas dan cermat hal-

hal tentang masalah-masalah yang dihadapi, 

yang selanjutnya menginventarisir permasa-

lahan tersebut, khususnya berhubungan 

dengan pokok permasalahan dari hasil analisis 

ditarik suatu kesimpulan. Sumber data 

sekunder yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini terdiri dari: a) Sumber Hukum 

Primer yaitu data utama yang digunakan 

dalam penelitian ini. Ini mencakup berbagai 

peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan topik penelitian. Peraturan-peraturan 

ini menjadi dasar hukum yang membentuk 

kerangka konseptual penelitian. b) Sumber 

Hukum Sekunder meliputi literatur, jurnal-

jurnal, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. 

Referensi ini digunakan untuk mendukung 

argumen, analisis, dan kerangka pemikiran 

dalam penelitian. Literatur dan jurnal-jurnal 

memberikan wawasan mendalam tentang 

topik yang sedang diteliti, sementara hasil 

penelitian sebelumnya dapat memberikan 

pandangan dari berbagai sudut pandang. c) 

Sumber Hukum Tersier termasuk Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia 

Hukum, artikel-artikel, dan sumber-sumber 

yang tersedia di internet. Sumber-sumber ini 

digunakan untuk memberikan definisi, 
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konteks, dan penjelasan tambahan terkait 

dengan istilah-istilah hukum dan konsep-

konsep yang digunakan dalam penelitian. 

Analisis data secara kualitatif, dalam proses 

ini, data-data primer dan sekunder akan dikaji 

secara seksama, dianalisis dengan hati-hati, 

dan diinterpretasikan dengan memperhatikan 

kerangka kerja konseptual yang relevan. Hasil 

dari analisis data kualitatif ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi yang berharga 

dalam pemahaman ilmiah terhadap isu-isu 

yang diteliti, serta mendukung pembangunan 

argumen-argumen yang solid dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam 

konteks penelitian ini. 

 

C.  PEMBAHASAN 

 

1. Hasil Analisis Keabsahan perjanjian 

utang-piutang di bawah tangan 

berdasarkan pasal 1320 KUHPdt dan 

akibat hukum bagi para pihak apabila 

terjadi wanprestasi dalam putusan 

perkara nomor: 1182/Pdt.G/2020/PN. 

Tng. 

 

a. Hasil Analisis terhadap keabsahan 

perjanjian utang-piutang di bawah 

tangan berdasarkan Pasal 1320 

KUHPdt. 

Dalam perkara ini bahwa para pihak telah 

memenuhi 4 (empat) syarat-syarat sahnya 

perjanjian adalah sebagai berikut:  

a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan 

dirinya. 

Dalam Surat Perjanjian Pinjam 

Meminjam Uang tertanggal 23 Nopember 

2019, dengan ditandatanganinya surat 

perjanjian tersebut oleh para pihak, dan 

pada saat itulah telah memenuhi salah 

satu syarat perjanjian di mana kedua 

belah pihak mengikatkan diri dalam suatu 

perjanjian, sehingga perjanjian tersebut 

merupakan undang-undang bagi para 

pihak yang membuatnya. 

b) Kecakapan untuk membuat suatu 

perikatan para pihak. 

Para pihak dalam Surat Perjanjian 

Pinjam Meminjam Uang tertanggal 23 

Nopember 2019, adalah telah dewasa 

sebagaimana terbukti dalam identitas 

Kartu Tanda Penduduk (KTP). Oleh 

karena itu, berdasarkan pasal 330 

KUHPdt para pihak telah cakap membuat 

perjanjian. Walaupun perjanjian tersebut 

dibuat di bawah tangan, mempunyai 

kekuatan yang sama dengna perjanjian 

akta notarik, yang menjadi perbedaan 

hanya pada saat waktu pembuktiannya 

saja. Jika dibuat dalam akta notaris maka 

pembuktiannya hanya pihak yang 

dirugikannya saja, sendangkan perjanjian 

yang dibuat dibawah tanagn para phak 

yang harus membuktikannya. 

c) Suatu pokok persoalan tertentu atau objek 

perjanjian. 

Objek dalam Surat Perjanjian Pinjam 

Meminjam Uang tertanggal 23 Nopember 

2019, adalah berupa uang sebesar 

Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh 

juta Rupiah), sehingga suatu pokok 

persoalan tertentu atau objek perjanjian 

telah memenuhi syarat sebagaimana 

syarat sahnya suatu perjanjian. 

d) Suatu sebab yang tidak dilarang atau 

sebab yang halal. 

Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam 

Uang tertanggal 23 Nopember 2019 yang 

menjadi objek perjanjian adalah berupa 

sejumlah uang sebesar Rp.150.000.000,- 

(Seratus lima puluh juta Rupiah), dan 

terhadap objek perjanjian tersebut tidak 

bertentangan dengan peraturan undang-

undang yang berlaku, tidak bertentangan 

dengan kesusilaan ataupun ketertiban 

umum.  

Dengan terpenuhinya syarat sahnya 

perjanjian pinjam meminjam uang antara 

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt, maka 

hutang piutang antara kreditur yang disebut 

sebagai penggugat dan debitur yang disebut 

sebagai tergugat adalah sah, karena telah 

memenuhi 4 (empat) persyaratan sahnya suatu 

perjanjian. 
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b. Analisis terhadap akibat hukum bagi 

para pihak apabila terjadi wanprestasi 

dalam Putusan Perkara Nomor: 

1182/Pdt.G/2020/PN.Tng. 

Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam 

Uang tertanggal 23 Nopember 2019 oleh 

karena para tergugat tidak sanggup dalam 

melaksanakan kewajibannya dalam mem-

bayar utang pokok, bunga, dan denda 

sebagaimana yang telah diperjanjikan dan 

telah lewat waktu yang telah ditentukan, maka 

para tergugat dapat dikategorikan sebagai 

wanprestasi. Oleh karena, para tergugat 

dikatakan telah melakukan wanprestasi maka 

penggugat dapat menuntut prestasinya 

sebagaimana dalam pasal 1234 KUHPdt, 

berupa tiga hal yaitu: a) menyerahkan atau 

memberikan sesuatu; b) melakukan sesuatu 

atau berbuat sesuatu; dan c) tidak melakukan 

atau tidak berbuat sesuatu. Untuk menuntut 

prestasi akibat wanprestasi yang dilakukan 

para tergugat (debitur), maka proses 

penyelesaian perkara wanprestasi dalam 

perjanjian utang piutang, langkah yang harus 

dilakukan adalah kreditur mengajukan 

gugatan ke Pengadilan Negeri yang ditujukan 

debitur atas dasar bahwa debitur telah 

melakukan wanprestasi terhadap perjanjian 

utang piutang.6 Sebagai bentuk perlindungan 

hukum bagi kreditur (penggugat), karena 

penyelesaian utang piutang antara penggugat 

dengan para terguggat tidak dapat 

diselesaikan secara musyawarah, menurut 

penulis wajar jika kreditur merasa dirugikan 

mencari penyelesaian sengketa hutang 

piutang tersebut dilakukan melalui litigasi 

yang nota bene dilakukan melalui jalur 

peradilan. Sehingga hakimlah yang akan 

menyelesaikan kasus tersebut. 

 

 

 

 

 
6   Kartika Puspita Dewi dan Siti Malikhatun, Akibat 

Hukum Hutang Piutang Menggunakan Perjanjian 

Di Bawah Tangan Dalam Hal Terjadi Wanprestasi, 

Notarius, Vol.11 No. 2. (2018). 

2. Analisis terhadap penyelesaian 

sengketa utang-piutang di bawah 

tangan dalam putusan perkara nomor: 

1182/Pdt.G/2020/PN.Tng. 

 

• Untuk menyelesaikan sengketa utang 

piutang antara penggugat dan para tergugat, 

dengan cara mengajukan gugatan kepada 

Pengadilan Negeri dengan alasan bahwa 

para tergugat telah melakukan wanprestasi 

atau ingkar janji. Oleh karena, para 

tergugat berada dalam wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Tangerang maka 

gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan 

Negeri Tangerang. Dalam putusan perkara 

Nomor: 1182/Pdt.G/2020/PN.Tng., Majelis 

Hakim mempertimbangkan bahwa dengan 

adanya perjanjian pinjam meminjam uang 

atau utang piutang walaupun di bawah 

tangan sesuai dengan pasal 1338 dan 1320 

KUHPdt, maka para pihak tersebut telah 

melakukan perikatan. Perikatan merupakan 

tindakan hukum yang bersifat timbal balik 

menimbulkan sisi pasif dan sisi aktif. Sisi 

aktif menimbulkan hak bagi kreditur untuk 

menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan 

sisi pasif menimbulkan beban kewajiban 

bagi debitur untuk melaksanakan pres-

tasinya. Jika kreditur tidak menggunakan 

agunan, kreditur memperoleh pembayaran 

sebelum kreditur, sehingga melalui peng-

gunaan jaminan kebendaan, debitur ter-

paksa melunasi utangnya kepada kreditur, 

dan debitur dapat dilunasi lebih cepat. 

Debitur tidak dikecualikan untuk melaku-

kan kinerjanya sesuai dengan persyaratan 

yang disepakati.7 Dengan demikian antara 

prestasi dengan kontra prestasi akan saling 

tukar, bahwa jika pertukaran prestasi tidak 

berjalan dengan semestinya maka akan 

menimbulkan apa yang disebut wan-

prestasi. Terhadap putusan Majelis Hakim 

 
7   I Made Suparyana Putra, dan Pande Yogantara, 

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Apabila 

Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Hutang 

Piutang Yang Menggunakan Akta Dibawah 

Tangan, Jurnal Kertha Wicara, Vol 11 No. 2 

(2022), hlm. 265-273. 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek?r=3&p=1&q=KUH%20Perdata&rs=1847&re=2022
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yang memutuskan dengan mengabulkan 

dan menolaknya sebagaian dari petitum 

penggugat menurut penulis sudah benar 

dan mengacu pada ketentuan hukum yang 

berlaku. Sebagaimana dalam teori 

kepastian hukum, berbicara tentang aturan 

hukum jika sudah di atur secara tegas 

seperti dalam halnya undang-undang hak 

tanggungan juga peraturan dalam hukum 

perjanjian, mengenai wanprestasi, dan 

adanya itikad baik, dan sudah selayaknya 

peraturan tersebut ditaati bersama oleh 

kedua belak pihak baik penggugat selaku 

kreditur maupun para tergugat selaku 

debitur. 
 

D. SIMPULAN 

 

Perjanjian utang piutang di bawah tangan 

yang dibuat oleh para pihak dinyatakan sah 

sesuai pasal 1338 KUHPdt dan apabila 

memenuhi syarat sahnya perjanjian 

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 

1320 KUHPdt, dengan terpenuhinya syarat 

sahnya perjanjian maka perjanjian itu berlaku 

sebagai undang-undang bagi para pihak yang 

membuatnya (Pacta Sunt Servenda). Apabila 

salah satu syarat sah nya suatu perjanjian 

tidak dipenuhi oleh para pihak maka 

perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal 

demi hukum. 

Perjanjian utang piutang di bawah tangan 

bilamana pihak debitur lalai dalam 

melaksanakan kewajibannya atau pres-

tasinya, maka pihak kreditur harus 

membuktikan terlebih dahulu keabsahan dari 

perjanjian yang telah disepakati denga 

mengajukan gugatan kepada pengadilan, agar 

pengadilan menetapkan perjanjian yang di 

buat oleh para pihak dinyatakan sah. Bahwa 

dengan dinyatakannya perjanjian tersebut sah, 

maka dengan lalainya debitur melaksanakan 

kewajibannya, debitur dapat dinyatakan telah 

melakukan wanprestasi, sehingga dapat 

dituntut untuk memenuhi prestasinya, berupa: 

membayar utang pokok, bunga, dan denda. 

 

Berdasarkan putusan perkara nomor: 

1182/Pdt.G/2020/PN.Tng., pada amar angka 3 

(tiga) menyatakan para tergugat terbukti 

melakukan wanprestasi atau ingkar janji, 

maka di hukum untuk membayar kerugian 

yang dialami oleh penggugat, berupa: 

pinjaman pokok, bunga, dan denda, sejumlah 

Rp.242.750.000 (Dua ratus empat puluh dua 

juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).  

Apabila para tergugat tidak dapat 

melaksanakan hukuman yang diputuskan oleh 

Majelis Hakim, maka jaminan berupa 

sebidang tanah Setifikat Hak Milik Nomor: 

2412/Pondok Jagung Timur, tanggal 31 Juli 

2018.  Penggugat meminta penyitaan kepada 

pengadilan agar dapat dilakukan esekusi 

dengan menjual objek jaminan tersebut di 

muka umum melalui lembaga lelang, dan 

hasil penjualannya digunakan untuk melunasi 

hutang-hutang para tergugat dan kepada 

penggugat, dan apabila ada sisa nya 

dikembalikan kepada para tergugat. 

Berdasarkan permasalahan yang penulis 

bahas, penulis menyampaikan saran kepada 

Para pihak yang membuat perjanjian utang 

piutang, diharapkan dilakukan di hadapan 

notaris, karena akta yang dibuat oleh notaris 

merupakan bukti yang sempurna, apabila 

salah satu pihak menganggap akta tersebut 

tidak sah maka pihak yang berkeberatan yang 

membuktikannya.  

Pihak debitur yang dinyatakan lalai dalam 

memenuhi kewajibannya (wanprestasi), 

diharpakan beritikad baik untuk segera 

menyelesaikan sengketa dengan pihak terkait. 

Dalam penyelesai sengekata utang-

piutang di bawah tangan diharapkan para 

pihak mematuhi putusan hakim yang 

dijatuhkan sesuai putusan perkara nomor: 

1182/Pdt.G/2020/PN.Tng., dan diharapkan 

para pihak terutama pihak yang wanprestasi 

lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian 

dan harus memiliki tanggungjawab serta 

itikad baik. 
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